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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  

KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN  

GEDUNG DI KABUPATEN SIJUNJUNG 

ABSTRAK 

Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi kerja. Tetapi dalam 

penerapan dilapangan jarang sekali ditemukan pekerja yang menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

pengetahuan para pekerja tentang pentingnya pemakaian Alat Pelindung Diri 

(APD).  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan 

SMKK, kelebihan dan kekurangan SMKK sesuai peraturan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014 pada proyek 

pembangunan gedung di Kabupaten Sijunjung dan solusi untuk meningkatkan 

kepatuhan Penerapan SMKK. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif  

dengan melakukan wawancara kepada informan. Hasil penelitian ini adalah dilihat 

dari penerapan dilapangan sesuai elemen-elemen SMKK yang tertuang dalam 

dokumen RKK lebih maksimal memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 dibanding No 5 Tahun 2014 yang karena 

lebih terperinci di rincian biaya RAB nya dari segi jumlah, unit, dan berapa 

satuannya pun jelas, jadi untuk melakuan evaluasi pun lebih mudah. 

 

Kata Kunci: Penerapan SMKK, Gedung, K3 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi 

yang sangat dinamis, karena sering mengalami perubahan sehingga perlu 

dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para pengguna jasa, 

konsultan perencana, konsultan pengawas maupun penyedia jasa. Regulasi 

yang mengalami perubahan untuk pelaksanaan tahun Anggaran 2020 yaitu 

pada keselamatan konstruksi dan pada pengadaan barang/Jasa, diantaranya 

adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi Melalui Penyedia.  

Dengan berubahnya Peraturan pada bidang konstruksi tersebut 

mengakibatkan perubahan dalam penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) baik itu pada proses perencanaan, 

pemilihan Barang/jasa, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil pekerjaan. Pada 

tahun 2019 regulasi terkait Keselamatan Konstruksi berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang terakhir dirubah 

dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02 Tahun 2018. 

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa berpedoman Peraturan Menteri 
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2019 Tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam suatu perkerjaan contohnya pembangunan 

proyek dibidang konstruksi yang merupakan salah satu faktor pendukung 

untuk memajukan suatu negara, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat 

banyak faktor penghambat dan resiko kerja. Salah satunya mengenai 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

dimana kurangnya penerapan sistem ini akan mengakibatkan hal buruk 

seperti resiko kecelakaan kerja yang berimbas juga terhadap kerugian 

perusahaan dengan meningkatnya biaya akibat kecelakaan kerja ringan 

maupun berat (Tannya, 2017). 

Pemerintah Kabupaten Sijunjung Pada Tahun Anggaran 2019 dan 

Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pembangunan gedung secara 

bertahap yaitu pembangunan Gedung Kantor Bapppeda Sijunjung dan 

Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sijunjung. Pembangunan Gedung ini dilaksanakan dengan 

regulasi berbeda terhadap implementasi keselamatan konstruksi baik pada 

tahap pemilihan Penyedia dan tahap pelaksanaannya, dimana tahun 2019 

mengacu kepada permen PUPR No. 5 Tahun 2014 dan permen PUPR No. 

7 Tahun 2019 sedangkan tahun 2020 mengacu kepada permen PUPR No. 

21 Tahun 2019 dan permen PUPR No. 14 Tahun 2020. 

Salah satu perbedaan dari regulasi mengenai keselamatan 

konstruksi ini terkait dengan penerapan biaya SMKK yang merupakan 
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bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam 

rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keterbatasan 

biaya dan tidak adanya anggaran mengenai Keselamatan Konstruksi dalam 

perusahaan menjadi penyebab rendahnya penerapan sistem manajemen K3 

(Awuy dkk, 2017). Dalam Permen PUPR No 07 Tahun 2019, biaya 

Penerapan SMKK pada Jasa Konstruksi terdapat pada biaya overhead 

sedangkan Permen PUPR No 14 Tahun 2020, biaya Penerapan SMKK 

menjadi item tersendiri pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak. 

Jadi pada harga kontrak telah memperhitungkan biaya penerapan SMKK. 

Substansi perubahan Permen PUPR No 05 Tahun 2014 Menjadi 

Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 adalah Pengaturan Standar keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan (Standar K4), Biaya SMKK 

sudah dianggarkan pada daftar kuantitas dan harga bukan lagi pada biaya 

umum, Penetapan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar, sedang dan 

Kecil, Kualifikasi kebutuhan Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan 

Konstruksi dan Unit Keselamatan Konstruksi. Sesuai amanat PP No 22 

Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi dinyatakan bahwa Pengguna Jasa dan 

penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan dan Keberlanjutan.  

Tingkat kepatuhan terhadap aturan terkait Keselamatan konstruksi 

masih rendah dengan terdapatnya penyimpangan antara peraturan dengan 

pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan 

untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
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(K3) di lokasi kerja. Dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini 

juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Tetapi 

dalam penerapan dilapangan jarang sekali ditemukan pekerja yang 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Walaupun 

perusahaan tempat bekerja sudah menyediakannya tetapi mereka enggan 

mengikuti aturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

pengetahuan para pekerja tentang pentingnya pemakaian Alat Pelindung 

Diri (APD) selama beraktifitas dan penerapan SMKK dalam proyek 

konstruksi yang masih rendah. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syam (2017), standar 

keselamatan kerja yang belum memadai dan masih tingginya angka 

kecelakaan kerja di Indonesia, merupakan bukti lemahnya perhatian 

terhadap pentingnya aspek K3 pada pekerjaan konstruksi. Sebagai 

gambaran setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang 

menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui lebih 

lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan 

gedung di kabupaten Sijunjung. 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Atas dasar latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang 

diangkat adalah:  

1. Bagaimana penerapan SMKK sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 dan Peraturan 
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum pada proyek 

pembangunan gedung di Kabupaten Sijunjung? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan penerapan SMKK sesuai Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No No 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum pada proyek pembangunan gedung di Kabupaten 

Sijunjung? 

3. Apa solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Penerapan 

Sistem Manajemen keselamatan konstruksi pada proyek pembangunan 

gedung di Kabupaten Sijunjung? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbandingan penerapan SMKK sesuai peraturan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat No 5 Tahun 2014 pada proyek pembangunan gedung di 

Kabupaten Sijunjung. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan SMKK 

sesuai  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No 21 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
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Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014 pada proyek pembangunan 

gedung di Kabupaten Sijunjung. 

3. Untuk menemukan solusi yang dilakukan untuk meningkatkan 

kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen keselamatan konstruksi pada 

proyek pembangunan gedung di Kabupaten Sijunjung. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Agar dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai 

tujuan dan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini 

dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada pembangunan Gedung Kantor Bapppeda 

Sijunjung dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD 

Sijunjung yang memakai standar Permen PUPR No 21 Tahun 2019 

dalam penerapan SMKK dan Permen PUPR No 5 Tahun 2014 dalam 

penerapan SMKK.  

2. Proyek yang diteliti yaitu pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 

Anggaran 2020. 

3. Pengambilan proyek pembangunan Gedung Kantor Bapppeda 

Sijunjung dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD 

Sijunjung tahun 2019 berdasarkan Permen PUPR No 07 Tahun 2019 

bahwa nilai HPS  di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 

disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan 

kualifikasi usaha menengah, sedangkan tahun anggaran 2020 

menggunakan standar Permen PUPR No 14 Tahun 2020 bahwa nilai 



7 

 

HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan 

kualifikasi usaha menengah. 

4. Peneltian hanya mengkaji Permen PUPR No 5 Tahun 2014 dan standar 

Permen PUPR No 21 Tahun 2019, belum mengkaji Permen PUPR No 

10 Tahun 2021. 

5. Responden dalam penelitian ini adalah owner, konsultan pengawas, dan 

kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan proyek pembangunan Gedung 

Kantor Bapppeda dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III 

RSUD di kabupaten Sijunjung. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan teori mengenai analisis terhadap penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek 

pembangunan gedung. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi pihak pemerintah mengenai analisis terhadap penerapan 
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Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek 

pembangunan gedung. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat 

penelitian, dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, 

diuraikan mengenai teori yang akan mendukung penelitian, 

sehingga dari teori yang dikemukakan, pertanyaan penelitian yang 

diangkat dapat terjawab walaupun masih bersifat teoritis.  

BAB III METODA PENELITIAN 

Terdiri dari metode yang digunakan, populasi dan penentuan 

sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta operasional 

dan pengukuran variabel. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi pada proyek pembangunan gedung di kabupaten 

Sijunjung. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan 

hasil analisis pada bab sebelumnya. 

 


